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PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR { TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI MINAHASA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
maka dipandang perlu mengatur lebih Ianjut tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat 1 di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi
Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

13. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Minahasa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

I

2,
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Minahasa.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Bupati adalah Bupati Minahasa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang discbut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hukum Tua adalah sebutan kepala desa di Kabupaten Minahasa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistern pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.
Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari APBN
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.
Bagian dari hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang
dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari
realisasi penerimaan hasil pajk kabupaten.
Bagian dari hasil retribusi daerah adalah dana bagian dari hasil retribusi
daerah kabupaten yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh
per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut
PKPKD, adalah Hukum Tua yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PPKD, adalah
perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan
keputusan Hukum Tua yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
25.Sekretaris.l|. -
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Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
Kepala Urusan, selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur stai sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD.
Kepala Seksi, selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung Seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar sehuruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.
Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha
yang Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai Kkegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggararn.
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan
belanja Desa.
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan
belanja Desa.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA
adalah dokumeén yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun
anggaran sebelumnya.
Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah
Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Hukum Tua.
Surat Permintaan Pembayaran vyang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasf.
40.Menteri.t...
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40. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
41. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2
(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran mulai tanggal ! Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB 1II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1) Hukum Tua adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Hukum Tua selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB

Desa;

menetapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

menyetujui RAK Desa; dan
g menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Hukum Tua menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4} Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan
keputusan Hukum Tua.

(5) Apabila terjadi pergantian perangkat desa, maka secara otomatis pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa dilanjutkan oleh perangkat desa yang baru sesuai
bidang tugasnya.

b 6 Bl

Pasal 4
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi; dan
¢. Kaur Keuangan

Pasal 5
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas
sebagai koordinator PPKD.

[2)Sekreta.ris{. o
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Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan
perubahan APB Desa;

¢. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB
Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa;

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Hukum Tua tentang
Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKD; dan

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa

mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB
Desa.

Pasal 6

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai
pelaksana kegiatan anggaran.
Jumiah Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mengacu pada
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang tugasnya;
menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan
barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing
dan ditetapkan dalam RKP Desa.

onpn o o
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Pasal 7
Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan
sendiri.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa,
lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas;
a. ketua;
b. sekretaris;
c. anggota.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana
kewilayahan.
Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat
penyusunan RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {4) ditetapkan melalui keputusan
HukumTua.

Pasal 8
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ melaksanakan
fungsikebendaharaan.
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
APB Desa.
Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor
Wajib Pajak Pemerintah Desa.
Kaur Keuangan tidak dapat dijabat oleh seseorang yang mempunyai hubungan
keluarga yaitu suami/istri, orang tua, anakmenantu dan kakak-beradik
dengan Hukum Tua di desa tersebut.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9
APB Desa terdiri atas:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek
belanja.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10....
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Pasal 10
Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Pasal 11
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)huruf a, yaitu
sémua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak
Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas
kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa ;
b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 12
Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
{2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; serta
d. Pendapatan Asli Desa lain.
Hasi] usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain
bagi hasil BUM Desa.
Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah
kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan
irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara
lain hasil pungutan Desa.
Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai Pendapatan Asli Desa
selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 13
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b,
terdiri atas jenis:
a. Dana Desa (DD},
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
Teknis administrasi pelaksanaan kelompok transfer sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, b dan c¢ dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

[4)Bantuan( -
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Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan
paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga
pUluh perseratus).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c,

terdiri atas:

a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan,;

e. Bunga bank; dan

f.  Pendapatan lain Desa yang sah.

Pasal 15
(1) Belanja desa seébagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu} tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
(3) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratusj dari jumlah anggaran belanja
desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa; serta

b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja
desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap, tunjangan Hukum
Tua serta perangkat desa, operasional Pemerintahan Desa serta tunjangan
dan operasional BPD.

Pasal 16
(1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di

Desa.

(2) Klasifikasi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf € dibagi dalam

sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 17.{...
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Pasal 17
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
dibagi dalam sub bidang:
a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional
pemerintahan Desa;
Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan,
Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
. Pertanahan.
Klasifikasi belanja sebagiamana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b
dibagi dalam sub bidang:
Pendidikan;
Kesehatan;
Pekerjaan umum dan penataan ruang;
Kawasan pemukiman,;
Kehutanan dan lingkungan hidup;
Perhubungan, komunikasi dan informatika;
Energi dan sumber daya mineral; dan
. Pariwisata;
Klasifikasi belanja sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c
dibagi dalam sub bidang:
a. Ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat,;
b. Kebudayaan dan keagamaan;
¢. Kepemudaan dan olahraga; dan
d. Kelembagaan masyarakat.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {1} huruf d
dibagt dalam sub bidang:
Kelautan dan perikanan,
Pertanian dan peternakan,
Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
Dukungan penanaman modal; dan
g. Perdagangan dan perindustrian.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang:
a. Penanggulangan bencana;
b. Keadaan darurat; dan
c. Keadaan mendesak.

oo o
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Pasal 18
Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat {1) sampai dengan
ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menggunakan bahasa
Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening
yang sama.

(3)Pemerintahl. ..
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Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum
dalam daftar sebagimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90
sampai dengan 99.

Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Hukum
Tua dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang
anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan
lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Penambahan kegiatan sehagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan
dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus)
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

oo op

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja Pegawai;
Belanja Barang/jasa;
Belanja modal; dan
Belanja tak terduga.

Pasal 20
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dianggarkan
untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan
pembayaran jaminan sosial bagi Hukum Tua dan perangkat desa, serta
tunjangan BPD.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.
Pembayaranjaminan sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 21
Hukum Tua, perangkat desa dan BPD yang keputusan pengangkatannya
ditetapkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 pada bulan
dikeluarkannya ketetapan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan
penghasilan tetap dan/atau tunjangan untuk bulan berjalan.
Hukum Tua, perangkat desa dan BPD yang keputusan pengangkatannya
ditetapkan antara tanggal 1 di atas tanggal 16 pada bulan dikeluarkannya
ketetapan tersebut, maka penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang
bersangkutan mulai diberikan setelah bulan diterbitkannya ketetapan
tersebut.
Penghasilan tetap dan tunjangan mulai dihentikan pembayarannya apabila
ketetapan pemberhentian yang bersangkutan diterbitkan di bawah tanggal 16
pada bulan diterbitkannya ketetapan tersebut.
Penghasilan tetap dan tunjangan mulai tetap dibayarkan untuk bulan berjalan
apabila ketetapan pemberhentian yang bersangkutan diterbitkan di atas
tanggal 16 pada bulan saat diterbitkannya ketetapan tersebut.

Pasal 22.[...
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Pasal 22
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hurdf b
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang dinilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara
lain untuk:
a. Operasional pemerintah Desa;
b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
¢. Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis dan semacamnya;
d. Operasional BPD; dan
¢. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan Desa dan diberikan kepada :
a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. Kelompok Usaha Ekonomi di Desa; dan
¢. Rumah Tangga Miskin.

Pasal 23
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢, digunakan
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12
(dua belas) bulan dan menambah aset.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 24

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d

merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Belanja untuk kegiatan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan

darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b, Tidak diharapkan terjadi berulang; dan

¢. Berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penganggulangan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana

alam dan bencana sosial, seperti :

a. Bencana alam, yaitu : banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus,
kekeringan, angin kencang, tsunami, gelombang pasang, likuifaksi dan
lain-lain.

b. Bencana sosial, yaitu : konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat, teror, epidemi/wabah penyakit, kerawanan pangan dan lain-
lain.

(4) Kriterial....
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Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial meliputi pemberian makanan, pakaian, air bersih, tenda
pengungsian, obat-obatan, perlengkapan penanganan wabah penyakit seperti
demam berdarah, perbaikan sarana prasarana dasar, pemberian
barang/ material bagi masyarakat dan lain-lain disesuaikan dengan kondisi
keuangan desa.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesalan pembangunan sarana dan
prasarana akibat kénaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat.

Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang
menyebabkan keadaan darurat di desa, sepertt kerusakan sarana air bersih,
jembatan, jalan, fasilitas kesehatan desa dan lain-lain.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya penanganan
pemeénuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin
berdasarkan Basis Data Terpadu tingkat kabupaten yang mengalami
kedaruratan sehingga terjadi permasalahan stunting, gizi buruk dan lain-lain
melalui kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil
yang mengalami kerawanan pangan, pemenuhan kebutuhan air bersih,
pelayanan kesehatan, bantuan perbaikan rumah tinggal, bantuan
perlengkapan bagi anak sekolah dan lain-lain.

Belanja tak terduga digunakan pada saat terjadinya bencana, keadaan darurat
serta keadaan mendesak, dimana pemanfaatan dan pelaksana kegiatan
ditetapkan dengan keputusan Hukum Tua sesuai hasil rapat desa dan setelah
berkonsultasi dengan pemerintah kecamatan.

Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi, pemerintah desa melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan perubahan
Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa yang nantinya
ditampung dalam perubahan APB Desa.

Pasal 25

Péengalokasian dana untuk belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal
23 ayat (1), disesuaikan dengan kondisi desa dan kemampuan APB Desa.

(1)

(2)

Pasal 26
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c
merupakan semua pen€rimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27.]....
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Pasal 27

Penerimaan pembiayaan sebagimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf
a, meliputi:
a. Silpa tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangamn; dan
c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan

bangunan.
Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan basil penjualan
kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 28

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b,
terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan; dan

b. Penyertaan modal.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

()

Pasal 29
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
Sumber dana cadangan; dan
Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
Pembcntukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pehganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Hukum Tua.

P RO o

Pasal 30
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b antara lain
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang
diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau
pelayanan kepada masyarakat.

(2)Penyertaan.....
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Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan
Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam
APBDesa.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanah
kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual

Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur berdasarkan
penilaian perkembangan BUMDesa, yang diklasifikasikan :

a. BUMDesa Dasar

b. BUMDesa Tumbuh

¢. BUMDesa Berkembang

d. BUMDesa Maju

BABV
PENGELOLAAN
Pasal 31
Pengelolaan keuangan Desa meliputi

a. Perencanaan

b. Pelaksanaan

c. Penatausahaan

d. Pelaporan; dan

e. Pertanggungjawaban.
Pasal 32

(1)
(2)

(3)

(1)

(1)

Pengejolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan
dengan basis kas.

Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 33
Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan berpedoman pada penyusunan
APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada Hukum Tua.

(2)Rancangan. (
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Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan Hukum Tua kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa yang disampaikan Hukum Tua, Pemerintah desa hanya dapat
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya.

Hukum Tua menetapkan Peraturan Hukum Tua sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 35
Atas dasar kesepakatan bersama Hukum Tua dan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Hukum Tua menyiapkan Rancangan
Peraturan Hukum Tua mengenai penjabaran APB Desa.
Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (3) disampaikan Hukum Tua kepada Bupati melalui camat
paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa.
Panduan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), yaitu Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di
Desa.
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
Surat pengantar;
Rancangan peraturan Hukum Tua mengenai penjabaran APB Desa;
Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;
e. Peraturan Desa mengenai Pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
Peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
g Berita acara hasil musyawarah BPD.
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Pasal 37
Bupati dapat mengundang Hukum Tua dan/atau aparat Desa terkait dalam
pelaksanaan evaluasi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
keputusan Bupati dan disampaikan kepada Hukum Tua paling lambat 20 {(dua
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3)Dalam. {
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Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud
berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Hukum Tua menetapkan
menjadi Peraturan Desa.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, Hukum Tua bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 38

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5 tidak
ditindaklanjuti oleh Hukum Tua dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan
Hukum Tua tentang penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Hukum Tua,
Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Hukum Tua memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
Hukum Tua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Hukum Tua bersama
BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Hukum Tua dimaksud.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hukum Tua
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
penyempurnaan Rancangan Perturan Desa tentang APB Desa disampaikan
dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39
Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Hukum Tua menjadi Peraturan desa tentang APB Desa.
Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Hukum Tua menetapkan Rancangan Peraturan Hukum Tua tentang
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APB Desa.
Hukum Tua menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan
Hukum Tua tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 40

Hukum Tua menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat
melalui media informasi, antara lain

&,

Memasang baliho struktur dan realisasi APB Desa setiap tahun setelah
ditetapkan, termasuk alamat pengaduan masyarakat;

b.Mensosialisasikan|..,
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Mensosialisasikan pelaksanaan program dan kegiatan APB Desa melalui
papan informasi desa.

Untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana desa, Pemerintah Desa wajib
membuat papan kegiatan dan prasasti yang berisi informasi tentang jenis
kegiatan, volume, tahun anggaran, jumlah alokasi dana dan sumber dana.

Pasal 41

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;

b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu} kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan apabila

terjadi bencana alam(gempa bumi, tanah longsor, banjir) atau kebakaran,

perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang berdampak

pada terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP

Desa.

Pasal 42
Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Hukum
Tua tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
Peraturan Hukum Tua tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan,
b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan
¢. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
Hukum Tua memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan
Hukum Tua tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya
disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan
Hukum Tua tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 43.{....
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Pasal 43

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan AFB
Desa.
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(1)
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Pasal 44
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank
yang ditunjuk Bupati.
Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Hukum Tua dan Kaur
Keuangan.
Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas
Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah desa dengan
spesimen tanda tangan Hukum Tua dan Kaur Keuangan.

Pasal 45
Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan
Hukum Tua kepada Bupati.
Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan
tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian
penyaluran dana transfer.
Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiahjuntuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah
Desa.
Penarikan dana dari rekening kas desa dilaksanakan sesuai kebutuhan
berdasarkan Rencana Anggaran Kas.

Pasal 46
Hukum Tua menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai
tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Peraturan Hukum Tua tentang penjabaran APB
Desa ditetapkan.
DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Kencana Kerja Kegiatan Desa; dan
¢. Rencana Anggaran Biaya.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan,
pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(S)Rencana./....
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Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merinci
satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA
kepada Hukum Tua melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47
Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
Hukum Tua menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris
Desa.

Pasal 48
Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau
perubahan Peraturan Hukum Tua tentang penjabaran APB Desa yang
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan
kegiatan, Hukum Tua menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran Untuk menyusun rancangan DPPA
DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA
kepada Hukum Tua melalui Sekretaris desa paling lama 6 (enam) hari kerja
setelah penugasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
Hukum Tua menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi Sekretaris
Desa.

Pasal 49
Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah
disetujui Hukum Tua.
Rancangan RAK Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Hukum Tua melalui Sekretaris Desa.
Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang
diajukan Kaur Keuangan.
Hukum Tua menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris
Desa.

Pasal 50

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Hukum Tua.

Pasal 51.1...
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Pasal 51
Arus Kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan
pendapatan lain.
Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah.

Pasal 52
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Hukum
Tua dan HukumTua bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul
dar1 penggunaan bukti tersebut.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai
dengan tugasnya.

Pasal 53
Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui
Hukum Tua.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diutamakan
melalui swakelola.
Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat
dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melaui swakelola,
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia
barang/ jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 54
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pasal 55]..
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Pasal 55
Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu
10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajb
mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk
disimpan dalam kas desa.
Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggung
jAwaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris desa.
Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan
pertanggung jawaban peNcairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil
dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 56

Pengajuan SPP untuk Kkegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui

penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan

b. Bukti penerimaan barng/jasa di tempat.

Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimeksud pada ayat (1), sekretaris

Desa berkewa jiban untuk:

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

¢c. Menguj ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Hukum Tua menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi

yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang

tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Hukum Tua.

Pasal 57
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada
Hukum Tua melalui Sekretaris desa.
Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hukum Tual.
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Hukum Tua melalui surat keputusan Hukum Tua menyetujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi
yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Hukum Tua melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada
Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Hukum Tua ditetapkan.

Pasal 58
Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja
Desa dikenakan pajpk sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajk melakukan pemotongan pajak
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran
kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal
Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajk yang dipungut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dari
mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26
dianggarkan dalam APB Desa.
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Pasal 60

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk:
a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada

realisasi belanja; dan
b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau pengehematan belanja
tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b merupakan
perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada
tahun anggaran berikutnya.
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali
rancangan DPA untuk disetujui Hukum Tua menjadi DPAL untuk mendanai
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud peda ayat
(1) huruf b.
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
kepada hukum Tua paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
anggaran berjalan.

Sekretaris desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yan
akan disahkan dalam DPAL.
(7) DPAL..,
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DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 61
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan
pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a
dicatatkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening Kas Desa.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 62
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsikebendaharaan.
Penatausahaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
Pencatatan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditutup
setiap akhir bulan.

Pasal 63
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
a. Buku pembantu bank;
b. Buku pembantu pajak; dan
c. Buku pembantu panjar.
Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak.
Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c
merupakan catatan pemberian dan pertanggung jawaban uang panjar.

Pasal 64

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

a.

b.

disetor langsung ke bank oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah/Kota;

disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh
pihak ketiga; dan

disetor oleh kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak
ketiga.

Pasal 65...
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Pasal 65
Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang
telah disetujui oleh Hukum Tua.
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan kasi pelaksana
kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui
oleh Hukum Tua.
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk Kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan
anggaran dan telah disetujui oleh Hukum Tua.
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Hukum Tua.
Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi
penerimaan.
Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh Kaur Keuangan.
Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh penerima dana.

Pasal 66
Dalam pelaksanaan pengeluaran atas beban APB Desa, selain dibuktikan
sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (5), juga disertai dengan bukti lain
yang sah antara lain sebagai berikut :
a. Belanja pegawai
b. Belanja honorarium
c. Belanja barang seperti alat tulis kantor, bénda pos, bahan/material,
cetak/ penggandaan, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan
atributnya dibuktikan dengan faktur pembelian/kuitansi dan atau nota
toko.
d. Belanja perjalanan dinas dibuktikan dengan :
— Surat Perintah Tugas
— Surat Perintah Perjalanan Dinas
— Laporan perjalanan dinas
e. Belanja perjalanan dinas ke luar dacrah ditambah dengan :
~ Daftar pengcluaran riil biaya perjalanan dinas;
— Tiket dan boarding pass (pp);
- Kuitansi hotel;
- Kuitansi, foto copy STNK dan SIM untuk pembayaran transportasi
daerah asal —airport (PP).
— Perjanjian kerjasama desa dan event organizer (bagl kegiatan yang
difasilitasi oleh event organizer).
. Belanja kontribusi bimtek/diklat dan scjcnisnya ditambah dengan :
— Kuitansi pembayaran desa ke panitia penyelenggara;
- Piagam/sertifikat;

Pasal 67|..
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Pasal 67
Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris
Desa paling lambat tanggal 10 {sepuluh} bulan berikutnya.
Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Hukum Tua untuk disetujui.

Pasal 68
Hukum Tua menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama
kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Minahasamelalui camat.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. Laporan realisasi kegiatan.
Hukum Tua menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dengan
cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 69

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri
melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua
Bulan Agustus tahun berjalan.
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Pasal 70

Hukum Tua menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Minahasa melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disertai dengan:
a. Laporan keuangan, terdiri atas:

1. Laporan realisasi APB Desa; dan

2. Catatan atas laporan keuangan.
b. Laporan realisasi kegiatan; dan
c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk

ke desa.

Pasal 71
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir
tahun anggaran.
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling
lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72.(.



o

Pasal 72
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan
kepada masyarakat melalui media informasi, termasuk pemasangan baliho.
(2} Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Laporan realisasi APB Desa;
Laporan realisasi kegiatan;
Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
Sisa anggaran; dan
Alamat pengaduan

0o oo

Pasal 73

Format Kode rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang
penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Hukum Tua
tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Peraturan
Hukum Tua tentang penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, Rak Desa,
Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran,
DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Hukum Tua
tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas
Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan
keuangan Desa melalui tim koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan
desa tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Sekretariat tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

(3} Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Minahasa, berupa :

a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan pengelolaan
keuangan desa;

b. Melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan
teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa;

¢. Melaksanakan evaluasi pada tahapan perencanaan keuangan desa;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa serta pendayagunaan aset desa.

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa
pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa.

(5) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan verifikasi administrasy
pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

(6) Pembinaany.
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{6) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat berupa :

a. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahapan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban;

b. Melaksanakan evaluasi pada tahapan perencanaan keuangan desa bersama
Tim Evaluasi Peraturan Desa Tingkat Kabupaten;

c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa,
pengurus kelembagaan desa dan kelompok masyarakat desa lainnya.

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa serta pendayagunaan aset desa.

(7) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), ayat {3), ayat (4) dan ayat (5) dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat

kabupaten.

Pasal 75
Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.

Pasal 76

(1) Desa yang dianggap berprestasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat
diberi penghargaan.

(2) Desa yang pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan ketentuan akan
dikenai sanksi.

(3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan
oleh Pemerintah Daerah antara lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaaan
(LHP),

(4) Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77
Pengaturan pengelolaan keuangan Desa berlaku mutatis mutandis terhadap
pengelolaan keuangan Desa Adat.

Pasal 78

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan
besaran sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penjabat Hukum Tua Persiapan,

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB vnf..
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80
Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai
berlaku untuk APB Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 81
Hal teknis yang belum diatur dalarmn Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 4 Juwwari 2019

(% BUPATI MIINAHASA,

: 7

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 3 Janwsewi 26\
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR 1§



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : { TauupN 269
TENTANG : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Format Kode Rekening

1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan
untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang meneakup:

Sub Bidang Penyclenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untui kegiatan 147)

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pesa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepata Desa dan Perangkat Desa

[Ey [N N N
e L el U

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, petlengkapan
perkanteran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll

Penvediaan Tuniangan BPD

Rl =[B[8|=

Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum}, perlengkapan perkantoran,
Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dif

Penvediaan Insentif /Operasional RT/RW

1
1 1 90-99

Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

01

Penvediaan sarana [aset tetanl perkantoran /pemerintahan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

== e =
=) | o) | e 1] L

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Deaa*

90.99

lain.lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

1 5 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pepcatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1 3 o1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Alkta
Kelahiran, Kartu Keluarga, dil

1 = 2 |Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)™

1 3 03 |Pengelolaan administrasi dan kearsinan pemerintahan desa

1 3 04 |Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sinil

1 3 05 |Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

1 3 | 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan
kearsipan*

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1 4 01 |Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes/Pra-Musrepbangdes, dll., bersifat reguler)

1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug Warga, dll., yang bersifat non-
reguler sesuai kebutuhan desa)

1 4 03 [Penvusunan Deokumen Pereneanaan Desa |RPJMDes/RKPDes dll

1 4 04 |Penyusunan Dolcumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan
seliruh dolumen terkait)

1 4 05 |Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa =

1 4 06 |Penyusunan Kebijalkan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dolimen Rencana
Pem bangunan/ Keuangan)

1 4 7  |Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa {(taporan sichir tahun
anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tabun anggaran, informasi
ke¢pada masyarakat)

1 4 08 |Pengembangan Sistern Informasi Desa

1 4 09 |Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar
Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dllj**

1 4 10 |Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemiliban
BPO {yang menjadi wewenang Desa}

1 4 11

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pepgiriman kontingen dalam mengikuti Lomba
Desa

1 4 90-99

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*




BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran
serta dan kesadaran masyarakat flembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses
pembangunan desa yang mencalap:

3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masvarakat

=) 1 0l Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan
pelaksanaan jadwal ronda/patroli dilj**

3 i 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
(Satlinmas desa)

3 1 03 |Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan
masyarakat/instansi pemerintah daerah, dil} Skala Lola] Desa

4 1 04 |Pelatihan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana SKala Lokal Desa

B 1 03 Penvediaan Pos Kesiapsiagnan Bencana Skala Lokal Desa

3 1 06 |Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

3 1 07 |Pelatihan/Penyuluhan/Sostalisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan
Masyarakat

|

3 i 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*

& 2 Sub Bidang Kebudaysan dan Keagamaan

3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudavaan Tinglat Desa iy

3 7] 02 |Pengiriman Kontingen Group Kesepian dan Kebudayaan sebagei Wakil Desa di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten/Kota

=) 2 03 |Penyelengparaan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari
kemerdekaan, hari besar keagamaan, dil) tingkat Desa

3 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

g 2 05 |[Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumsah
Adat/Keagamaan Milik Desa **

8 2 | 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

) 8 Sub Bidang Kepemudaan dan Clah Raga

) 3 ot Pengiriman Kootingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Waldl Desa di tingkat Kecamatan
dan Kabupaten/Kota

3 3 02 |Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan,
dll) tingkat Desa

3 3 03 [Penyelengparaan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahrags tingkatDesa

3 8 04  |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa*

3 g 05 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
Milikk Desa**

3 3 06__|Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

2 2 90-99 |lain-lain kemiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Ragg*

2] 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3 4 01 Pembinasn Lembaga Adat

3 4 02 Pembinagn LKMD/LPM/LPMD

3 4 03 Pembinaan PKK

& 4 04  |Pelatihan Pembinesan Lembaga Kemasvarakatan

3 4 | 90-99 |lain-lain kepiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahltan untuk
meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatken kesejahteraan
masyarakat, yang mepcakup:

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milic Desa

4 1 02 |Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

4 1 03 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Derat Milik Desa™

4 1 04 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa*

4 1 05 |Bantuan Perikanan {Bibit/Pakan/dst)

4 1 06  |Pelathan;Bimtek/Pepgepalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **

4 1 | 9099 |lain-lain kegiatan sub bidane kelautan dan perikapan*®

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Petermakan

4 2 9]

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahen pertenian, penggilingan:
Padi/jagung, di) ﬂ




4 2 02 |Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dil)

4 2 03 |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll

4 2 04  |Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

4 2 03 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanjan/Peternakan ™

4 2 | 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidane Pertanian dan Peternakan®

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4 3 0l |Peningkatan kapasitas kepala Desa

4 8 02 |Peningkatan kapasitas peran gkat Desa

4 & 03 |Peningkatan kapasitas BPD

4 3 | 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

4 4 Sub Bidang Pernberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4 4 01 _ |Pelatihan { Penvuluhan Pemberdavaan Peremnuan

4 4 02 | Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak

4 4 03 _|Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

4 4 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Petlindungan Anak*

4 = Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah {UMKM]

4 5 0l [Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

4 S 02 [Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

4 5 03 |Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesasn Non-Pertanian

4 S5 | 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidane Kopberasi, Usgha Kecil dan Menengah*

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4 6 Ol Pembentukan BUM Desa [Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desaj

4 6 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Desa {Pelatihan vang dilaksanakan oleb Desaj

4 6 | 90-99 |lain-lain kepiatan sub bidane Penanaman Modal*

4 i Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4 7 0l Pemeliharean Pasar Dé€sa/Kios milik Desa

4 i 02 |Pembangunan{ Rehabilitasi/ Peninghatan Pasar Desa/Kios milik Desa **

4 i 03 |Pengembangan Industr kecil level Desa

4 7 04 |Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekenomi produktif
(peograjin, pedagang, industri rumah tangga, dllj **

4 7 | 90-99 [lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

5] BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Deaa digunakan untulc
kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesal:

5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5 1 00 |Penanggulangan Bencana

S 2 Sub Bidang Keadaan Darurat

5 2 00 [Keadaan Darurat

B 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak,

5 3 00 |Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)

L]

= (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai keHutuhan desa, misal ; Pembangunen,
atay Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan}l



2. Daftar Kude Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening

E a Ureidan

4 PENDAPATAN

4|1 Pendapatan Asli Desa

4 1 1 Hasil Usaha

4 1 1| 01 Bagj Hesil EUMDes

4 1 1 |90-99 Lain-lain

4 1.1 2 Hasil Aset

o T T 3 Pengelolaan Tanah Kas Desa

v o T [ Tambatan Perahu

4 1 2 03 Pasar Desa

4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum

4 12 05 Jaringan Irigasi Desa

o Y (O T Pelelangan lkan Milik Desa

4 1 2 07 Kios Milik Desa

4 1 2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Clah raga Milik Desa

4 1 2 |90-99 Lain-lain

CiE I ] Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4 1.0.-3:].-0F Swadaya, partisipasi dan gotong rovong

4 1| 3 |90-99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong:

4 11 Lain-lain Pendapatan Asli Desa

A4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa =

4 1 4 |90-99 Lain-lain

4 | 2 Transfer

4 ] 2 1 Dana Desa

4 | 2 1 o1 Dana Desa

Co el ) Bagian dari Hasil Palak dan Retribusi Dacrah Kabupaten/kota

a0 2] 2§ 5l Bagian dari Hasil Fajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota

a2l 3 Alokasi Dana Desa

& 27 8 | o Alokasi Dana Desa

T o] e [ Bantuan Keuangan Provinsi

41 2] 4] 01 Bantuan Keuanean dari APBD Provinsi

4 | 2| 4 |[90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

4] 215 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

& L 2] B | G Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

4| 2| 5 [90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

4| 3 Pendapatan Lain-lain

T [ Penerimaan dari Hasil Keriasama antar Desa

4 -3 11 01 Penerimazn dari Hasil Keriasama antar Desa

4132 Penerimaan dari Hasil Kerjasarma Desa dengan Pihak Ketiga

g 12y 2 | ey Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa denpan Pihak Ketiga

4] 3] 3 Penerimaen dari Bantuan Perusahaan veng berlokasi di Desa

4 1 3] 3| 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang beriokasi di Desa

41 3] 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4] 3] 4] 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

8387 5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebeiumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan

FI2 | & oy Koreksi  kesalahan belanja  tahun-tahun  anggaran  scbelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun angparan berjalan

4 -2 6 Bunga Bank

- )28 0 S 01 Bunga Bank

g .. 8l O Lain-lain pendapatan Desa vang sah

41 3] 9 |90-99 Lain-lain pendapatan Desa vang sah

5 BELANJA

S ] Belanja Pegawai

5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjanpan Kepala Desa

cori o 1 0l Penghasilan Tetap Keoala Desa

o e T (T Tuniangan Kepala Desa

811 1 [90-99 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah

Sl T ) Penphasilan Tetap dan Tuniangan Peranghkat Desa

a1 11 2] 6] Penghasilan Tetap Perangkat Desa

s 1] 2| ¢ Tunjanean Perangkat Desa

5111 2 [90-99 Penerimuun Lain Perungkat Desa yang Suh

5 1] 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

B {1 | O (| Jaminan Kesehatan Kepala Desa

511131 02 Jaminan Kesehatar: Peranghst Desa

5 1 3 03 Jaminan Ketenagakeriaan Kepala Desa

5 1 3] 04 Jaminan Ketenagakeriaan Perangkat Desa

5F 1.} 4 Tuniangen BPD

Sk 1Y s (| of Tunjangan Kedudukan BPD

51 1]4] o2 Tunjangan Kineria BPD




S Belanija Barang dan Jasa

S 2 I [ Belania Barang Perlengkapan

S| 1 01 Belania Perlenghkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

5] 2 180 % Belanja Perlengkapan Alal-alat Listrik

= 1 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan

B ] TR Belanja Bahan Bakar Minvak/Gas/lsi Ulang Tabung Pemadam Kebaksran

| ) T Belania Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanje Barang Cetak dan

S| 24 1. 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi  (Makan/minum)] - Belania Bacang|

1 W IS 1) (T Belania Bahan/Material

=] B 1 o] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Snanduk

512 1 [62] Belania Pakaian Dinas/Seragam/{ Atribut

S [ e L Belania Obat-obatan

512 1 11 Belanfa Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan Hewan

) T [ 12 Betanja Pupuk{Obat-obatan Pertanian

5 e 1 [90-9% Belania Barane Perlenpkapan Lainnva

Sl HE=E |8 Belanja Jasa Honorarium

S [ N O] Belania Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan

S e o (0 g RN Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator

5| 2) 2] 08 Belania Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

52| 2] 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsulian/Narasumber

B k205 Belanija Jasa Honorarium Petugas

5| 2| 2 [90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya

s 2] 3 Belanja Perjalanan Dinas

0] B e T PO Belania Perjalanan Dinas Datam Kabuoaien/Kota

A e 02 Belania Penjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota

5 1-F =8 )88 Belania Kursus /Pelatihan

5 2 4 Belanja Jasa Sewa

5. 121 & ' B Belania Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang

S 1= & 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

5§21 4] 03 Belania Jasa Sewa Sarana Mobilitas

5| 2| 4 9099 Belania Jasa Sewa Lainnva

| [0 Belanja Operasional Perkantioran

5182 s} 0] Belanja Jasa Langganan Listrik

51 24 Sl o2 Belania Jasa Langganan Air Bersih

sf2|]5] o3 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

5 200 Sl o4 Belania Jasa Langganan Telepon

Sl e S e Belania Jasa Langgenan Internet

S L2151 06 Belania Jasa Kurir/Pos/Gire

(TR P [ S By Belanja Jasa Perpanjangan liin/Paiak

5] 2] 5 18099 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

Bl Zi B Belanja Pemeliharagn

s 2] e ]G Belania Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

Sl B2 B S0 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

S.l2]6 |03 Belanja Pemeliharaan Peralatan

51 2] 61 Belanja Pemeliharaan Banpunan

5 .2 B | 05 Belania Pemeliharaan Jalan

5. 1216 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan

512 |6 | o7 Belanja Pemeliharaan irigasi/Saluran Sungai/Embung/ Air Bersih, jaringan Air
Limbah, Persampahan, dll

512 6] 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet,
Komunikasi, dli}

5| 21 6 [90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnva

R Belania Barang dan Jasa vang Diserahkan keoada Masvarakat

B R B Belania Bahan Perlengkspan vang Discrahkan ke masvarakat

S e A Belanje Bantuan Mcesin/Kendarasan bermotor /Peralatan yang diserahkan ke
masyarakat

Sl RALE V0 Belania Bantuan Bangunan vang diserahkan ke masvarakat

oM |52 7 04 Belanja Beasiswa Berprestasi /Masvarakat Miskin

= 1 2 T [ Belania Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/lkan

5] 2] 7 |90-99 Belania Barang dan Jasa vang Diserahkan kepadaMasyarakat Lainnya

Sil a Belania Modal

o i Belanja Model Pengadaan Tanah

B e il 01 Belania Modal Pembebasan/Pembelian Tanah

o = 02 Belania Model Pembavaran Honorarium Tim Tanah

(o] 1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah

ST 871 F bg Belanja Modal Penpurukan dan Pematangan Tanah

Bilaln ] 08 Belania Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

51 3] 1 [90-99 Belania Modal Pengadaan Tanah Lainnva

= I ) Belania Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

=1 I 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegjatan

2 | B D Belania Modal Peralatan Elektrenik dan Alat Studic

Sl o] [T [0 Belanja Modal Peralatan Komputer




4]

w

Belania Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesor] Ruangan

i
i

S [T (8 (0 T CE WA TR T, TV S T T

Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah

Belania Modal Peralatan khusus Kesehatan

Belania Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan

Belania Modal Mesin

Belania Modal Pengadaan Alac-Alat Berat

90-99 Belania Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
Belania Modal Kendaraan
01 Belania Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
02 Belania Modal Kendaraan Darat Bermotor
03 Belania Modal Anglautan Darat Tidak Bermotor
04 Belania Madal Kendarszan Air Bermotor
05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Sermotor

90-9%H Belanja Modal Kendaraan Lainnya

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

Belania Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan

Belania Modal Upah Tenaga Keria

Belania Modal Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal Jalan{Prasarana Jalan

Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegatan

Belania Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Baban Baku

Belania Modal Sewa Perailatan

Belania Modal Jembatan

01

Belanja Modal llonor Tim jan g Melaksanakan Kegiatan

0z

Belani

Belania Modal Bahan Baiu

Belania Modal Sewa Peralatan

Belanja, Modal Irigasi/fEmbung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan

Belanja Modal Honor Tim jan g Melaksanakan Kegiatan

Belania Modal Urah Tenaga Kerja

Belanjy Modal Buhan Baku

|8|8|=

Belanja Moda! Sewa Peralatan

Belania Modal Jaringan /Instalasi

Belanja. Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

B|B[S|=

Belania Modal Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Pemalatan

Belanja Modal lainnva

Belania Modal khusus Pendidikan dan Perpustakasn

Belania Modal khusus Olahraga

Belania Modal khusus Kesenian / Kebudavaan/keagamaan

Belanja Modal Tumbuhan /Tanaman

R|2|8[8|=

Belanja Modal Hewan

\a\a\o\a\o\oommmmm-qq-qqqc\mp\c\mmmmmm.h.h-pbhumuuwmwmwmwmm\\}lw

90-99

Belania Modal Lainnva

Belania Tak Terduea

Belanja Tak Terduga

b-p-hwwmmmwmwmwwwmwmuwmwmwmuwwmmumwwwwmwmmwumwwwmu

01

Belania Tak Terduga

PEMBIAYAAN

Penerimgan Pembiayaan

SILPA Tahun Sehelumya

01

SILPA Tahun Sebelumnva

Pencairan Dana Cadanean

ol

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekavaan Desa vang Dipisahkan

01

Hasil Peniualan Keltavaan Desa vang Dipisahlkan

Penerimaan Pembiavaan Lainnva

[fed (Ve LAY VN | 00 100 PON R

9099

Penerimaan Pembiavean Lainnva

Pengeluaran Pembiavaan

Pemnbentukan Dang Cadanean

01

Pembentukan Dana Cadangan

Penvertaan Modal Desa

113

Penvertaan Modal Desa

Pengeluaran Pembiavaan lainnva

5 . w
moc\oc\c\oc\c\mc\c\c\o\o\o\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

SY SIS Ee 0150 T fEy PO Dol Dol ol Dandl Bl Lol Lol

D N | B B [ o e

90-99

Pengeluaran Pembiayaan lainnya




Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

KABUPATEN/KOTA........ {Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarmya kemakmuran
masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran ..., termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa  berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan linglungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....;

- dan seterusnya;

Dengan Kesepakaten Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
Surplus/Defisit

£ 8

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Bk i

b, Pe_ngeluar?n Pembiayaan 5 R S P R
Sclisin Pembiasaan [a-D) REi. oo

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagiah tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Pecnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} menggunakan anggaran  jenis belanja tidak
terduga.

{3) Pemerintah  Desa dapat melakukan  kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan scbagaimaha dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. beradr\ diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Desa;



d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kcjadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan Tharus dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan

¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun ber jalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa

dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya

kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlakua pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa... ....[Nama Desa).

Ditetapkan di ........cccoreeennes
pada tanggal ......c.ceeeessmessnes

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa} TAHUN ... NOMOR {



Format APB Desa

Contoh:

LAMPIRAN

TENT ANG

ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN............

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
Rp.

SUMBERDANA

1

2

S

b

PENDAPATAN

—_

PADesa

Transfer

NEFYEYFS M

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasiocnal Pemerintahan Desa

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa

01

Belanja Pegawai

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan

01

Pelayanan administrasi urnum dan kependudukan
{Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,
diy

01

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

B B3| R3] —

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa /Sanggar Belajar

bo

Belanja Modal

on

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak

Penangpgulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Keadaan Darurat

ch| ol chj n

—_ = =] -

Belania Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

o

PEMBIAYAAN

o

(=

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pernbiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

------------------




Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1

Kolom 2

Kolorm 3

Koiom 4
Koiom 5

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;

b. sub bidang; dan

¢. kegiatan

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi;
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaarn;
b. Kelompok pembiayaan.
diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan {(nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
diist dengan jumlah angg yang ditetapkan
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunekan dalam
kegiatan (kolom 1.¢) terkait



Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

Q".'. s '{’
o rY i
N SR
NE %
Ve o 2
== \ =
o
e

KEPALA DESA .....
KABUPATEN/KOTA........

(Nama Desa)
(Nama Kabupaten /Kota)

PERATURAN HUKUM TUA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ......... e
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA... (Nama Desa),

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor.......

Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ..... , maka perlu menyusun Peraturan Hukum Tua tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun
Anggaran ......;

| [EE—— g
D
. R dan seterusnya,;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN HUKUM TUA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ......
terdiri dari:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumilah Pendapatan
Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d
e

)

. Bidang Pemberdayaan Masyarakat |- ————
. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)




3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan By
b. Pengeluaran Pembiayaan B
Selisih Pembiayaan (a-b) |- SRR

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan BelanjaDesa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi pelaksana kegiatan anggaran,

Pasal 4
Peraturan Hukum Tua i1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Hukum Tua i dengan penempatannya dalam Berita Desa
(Nama Desa)

Ditetapkan di ....ccmsvenisess
pada tanggal ...

HUKUM TUA (Nama Desa)
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR /(



Format Penjbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA.........

NOMOR..........TAHUN
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DE3A.....ccovvun.
TAHUN ANGGARAN.......ooeees

Contoh

KELUARAN/OUTPUT

KODE REKENING

VOLUME

SATUAN

ANGGARA
N Rp.

SUMBER
DANA

1

2

4

5

alb]c b el]id

PENDAPATAN

PADesa

1 Hasil usaha

1 | ... |<Obyvek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar
Desa

NI PN PN EN N S N )

[AREATISE R L
o

. | <Obyek Pendapatan>
dst...

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

Belania Pegawai
Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala
Desa

... |<Rincian Obvek Belania>

1 3 Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

Belania Barang dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
<Rincian Cbyek Belanja»

2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.1 Pendidikan
2 | I o5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata

n Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan n

Desa/ Sanggar Belajar




A

)

Belanja Modal

& |5

W
B

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

N | 8382
—

<Rincian Obvek Belanja>

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

Penangmilangan Bencana

Belania Tak Terduga

o

Belania Tak Terduga

L fon [Lnjonjan
pury Py P Gl L

3|8|8|8

IS
3|8

Belania Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /IDEFISIT]

PEMBIAYAAN

Penerimdan Pembiavaan

SiLPA Tahun Sebelumnya

SiLPA Tahun Sebelumnva

Pengeluaran Pembiayaan

oy

Pembentukan Dana Cadangan

D DR

Mo b= ]

Pembentukan Dana Cadangan

dst

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom

Kolom

1

.
-

Kolom:

Kolom

Kolom

Kolom
Kolom

P4

rn

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:
Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan;

b. kelompok pendapatan:
¢. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan
Bagian Belanja diisi;

a. belanja;

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
¢. obyek belanja: dan

d. rincian obyek belanja.

Bagian Pembiayaan diisi:

a. pembiayaan;

b. kelompok pembiayaan; dan

c. jenis pembiayaan
Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permnendagri ini
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.¢) dan volume (jumlah)
input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
Satuan diisi dengan satuan cutput (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit)
input pada rincian obyek belanja
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkai




Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

HUKUM TUA..... (NamaDesa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (NamaDesa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA (NamaDesa),

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ...,;

| (.

2 A— -
< dan seterusnya;

DenganKesepakatanBersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NamaDesa)
dan
HUKUM TUA... (NamaDesa)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula
berjumlah Rp.......,- o), bertambah/berkurang  sejumlah
Rp,.....:,- {-+eeeeen) sehingga menjadi Rp..ooceesy (coreranens) dengan rincian
seébagai berikut:

1. PendapatanDesa
a. semula o
b. bertambah/(berkurang) Rp..... .
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp

...................



2. BelanjaDesa
a. semula
b. bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja setelah perubahan
Surplus/{Defisit) setelah perubahan

3313

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula 5545 SR
b. Bertambah/ (bérkurang) Rp
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp
3.2. Penge€luaran Pembiayaan
a Semula I T T
b. Bertambah/ (berkurang) R enaanermasaswansns
Selisih Pembiayaan setelah p€rubahan( a- b) Rp

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Hukum Tua menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa scbagai landasan
operasional p€laksanaan Pérubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desd ini dalam Lembaran Deésa... (nama Desa).

Bitetaplkan @i .o
pada tanggal ...........oceeeeees

HUKUM TUA {NamaDesa)

tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...
padatanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (NamaDe¢sa)},
tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (NamaDesa} TAHUN ... NOMOR /.
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Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN HUKUM TUA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....cocvviviininanns

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA ... (Nama DeSsa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
NOmIOF s Tahuld o tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun
Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa] Tahun Anggaran

Mengingat

[N SR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN HUKUM TUA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...(Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula
berjumlah Rp....... & | Lo ), bertambah/berkurang sejumlah
POl ccnni® eosmmonns } sehingga menjadi Rp.......... EEI [R— ) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula |4 o [
b. Bertambah/(bérkurang) R q

Jumlah PADesa setelah perubahan  Rp.e..ecieeeocee.. {
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1.3.

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp

Transfer

a. Semula e s sk
b. Bertambah/(berkurang) B e
Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan RE e
Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula |50 PP e e
b. Bertambah/ (berkurang) )
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelah perubahan Bifcaanisen,

..................

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula |4 A
b. Bertambah/{berkurang) BB s ssgiibiaiias
Jumlah setelah perubahan Rp......ccovceeeeens
2.2. Bidang Pembangunan
a. Semula <o P ———
b. Bertambah/(berkurang) {1 AT T er P
Jumlah setelah perubahan  Rp.....ccooeeeeeenes
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula 51 P
b. Bertambah/{berkurang) | 0 R e g
Jumlah setelah perubahan  Rp.....cceiinn.
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula R cssssamanaiy
b. Bertambah/ (berkurang) Rp.ccieieaiaianases
Jumlah setelah perubahan  Rp....coeiienn.
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
a. Semula R isassvsinnsians
b. Bertambah /{berkurang} Rt
Jumlah setelah perubahan Rp.......ccceeeenee.
Jumlah Belanja setelah perubahan Ly T
Surplus/{Defisit) setelah perubahan |24, SR

3. Pembiayaan Desa

3 i

3.4,

Penerimaan Pembiayaan

a. Semula 145 e e

b. Bertambah/{berkurang) | Sy AR —
Jumlah setelah perubahan Rifisscususssme

Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula s snsainnssse

b. Bertambah/{berkurang) a3 R

Jumlah setelah perubahan

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp

Urailan

------------------

Pasal 2
lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang{merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Hukum Tua ini.



Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA} yang disusun oleh Kepala Urusan dan
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Hukum Tua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di ..cccesserssserssnss
pada tanggal ........ccceiieiinnns

HUKUM TUA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR {
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Formar DPA
3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DY S e e e A FECAMBTAN. . it
TAHUN ANGGARAN........cociiiiiiiiiens

Sub Bidang S R RSN S AT e s
Kegiatan R RO R R
Walstyy Pelalisana@m 3 asvsssiisssntesig

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH
(Rp.) {Rp.)
1 2 3 4 5

JUMLAH (Rp.)

Disetu jui
Kepala Desa Kaur/Kasi........

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai
dengan AFB Desa

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening

sesuai APB Desa

Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai

APB Desa

kolom 1 : diisi dengan nomor urut

kolorn 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang.

kolom 4 : dijsi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk

membayar orang/barang
kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom

w

= g

o
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Faiting Bidleld Pembnnti Koglatad
1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA....ccooeevvnvnrnen. KECAMATAN. ..coiivicniieininnnn
TAHUN ANGGARAN.....coiiiiiiinirsnssnnnrnansnnas
No. | Tanggal | Nomor Uraian Penerimaan Pengeluaran (Rp) Pengembalian ke| Saldo Kas
Bukti dari Kas Kas Desa (Rp) (Rp.)
Rp) Belan ja Belanja
Barang dan Modal
Jasa
1 2 3 4 = 6 i7i 8 )
Pindahan Jumlah
dari halaman
sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
SRR SR
v s AT S )

Cara pengisiar:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 ; diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 5 . diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 9 . diiai dengan jenis pengeluaran belanja modal .

Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikap ke Kas Desa.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.



Format Buku Pembantu Kegiatan
2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

1517 1 PRSP L1 T ) R —.
TAHUN ANGGARANL . oo st st esnminvins
Namnal Kegiaiiay oo e, et g s e
No, | Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas
Bulkti Uang (Rp} Barang/ Bukti Setor (Rp)
Tenaga ke Kas Desa
{Volumel
1 2 3 4 5 6 7 8
Pindahan Jumlah
dari halaman
sebelumnya
Jumiah
Total Penerimaan
Kaur/Kasi

Cara pengisian:
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

: diisi dengan nomeor uruat.

: diisi dengan tanggal transaksi.

: diisi dengan nomer bukti transaksi.
: diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan.
: diisi dengan jumlah uang yang berikan.
: diist dengan volumejenis barang/tenaga.

: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara,

. diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Des

{
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Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SFP)

{11075 | P RRCRRRORI 4 1. 511 1.}, R Snpmm————
TAHUN ANGGARAN .....cciennins

Sub Bidang :
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

No URAIAN PAGU PENCAIRAN | PERMINTAAN JUMLAH SISA DANA
ANGGARAN |8.D. YG LALU| SEKARANG SAMPAI SAAT
ING
Rp.] [Rp.} En.) Rn.) (Rp.)
1 2 2] 4 & 6 7
JUMLAH
................. y R e &
Telah dilalcukan verifikasi
Sekretaris Desa, Kaur/ Kasi.......ccoonmmmnnnnenss
= avisa) [t AN Ry A R TSR ¥ SR }
Disetujui untuk dibayarksn Telah dibayar hunas
Hukum Tua, Kaur Keuangan,

. " et S }

Cara pengisian:

COPNOU AWM

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa,

Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa

Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.

Kolom 1 : dengan nomor urut,

Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana Kegiatan.
Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan,
Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
Kalom 5 : diisi dengan rincian sn g aimiritakan untuk dibayar.

Kolom 6 : diisi dengan jumlah perminftaan dana sampai saat ini.

Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran

bt




Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja- =~~~

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
R v s INECRANIRIRAT L. oo as b e
TAHUN ANGGARAN ........covennr-

Bidang AR FE A AR AR KRR
Sub Bidamg fosiassiesisisianse e
Kegiatan A DG o (A
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.}
1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

|

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cara pengisian:

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja,
Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.

kolom 4 : diisi denganjumlah belanja.

baris jumlah diisi jurnlah keseluruhan

R Rl F Rl S
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Format Buku Pembantu Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

) b I e e
TAHUN ANGGARAN ........
No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
(Rp} Rpl (Rp}
1 2 3 4 5
JUMLAH

Cara pengisian :
: diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau
pengeluaran (dari penyetoran pajek)

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom S
Kolom 6

. diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

: diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

: diisi dengan saldo buku kasi bendahara.

: diisi denganjumlah rupiah pengeluaran ((&S.




Format Pembantu Buku Kas Umum
3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR
DESAsaisiseaivanic JOECAMATAN st sae
MAEIEING ANGEARAN s i s niss aies

No. | Tanggal | Nomor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Saldo
Bulkti {Rpl iawaban Paniar {Rot
) 2 3 4 5 6 7 8

Kaur Keuangan

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kaolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yvang harus dikembalikan ke Kas Desa.




Format Kuitansi

Kantor Desa . «,,.,Nama Desa.. >
Kabupaten/ Kota . <... Kabupaten/Kota...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <...Nama Desa..>

Uang sebesar :Rp <...Jumlah dalam angka.. >
{...Jumlah dalam huruf..)
{...Jumlah dalam hurut lanjutan...}

Sebagaipembayaran : «Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).,....>

«Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belan jaj>
<Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja.>

Catatan Keuangan <Desa..», <..tgl, bln, th...>
Yang Memberi, Yang Menerima,

<..Nama Pemberi.> <...Nama Penerima...>




Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama

ILAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELAN.JA DESA

Contoh

SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA,.............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISAS]
ANG GARAN

(Rp)

SUMBER

DANA

4

S

6

PENDAPATAN

PADesa

Hesil usaha

<0Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

ENFSFNENEN FNFN EN P

el |p b — = |—
—

Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Desa

.Y
W
(=]

. | <Obvek Pendapatan>

dst. ..

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjanean Kevala Desa

1 0k o.] 1

Belania Pepawai

11 1 forps | df i

Penghasilan Telap & Tunjangan
Kepala Desa

106850 T R L L S ! i It S |

<Rincian Obvek Belanja>

=g Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipii, Statistik dan
Kearsipan

1] 3 |01 Pelayanan administrasi umum dan

kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarea, (il

Belania Barang dan Jasa

Belania Jasa Honorarium

<Rincian Obvek Belania>

2 Pelaksanaan Permnbangunan Desa
2 Pendidikan
211105 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat

an Sarena Prasarala
Perpustakaan/Taman Bacaan

Dcsa/Sangear Belajar

Belania Modal

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

<Rincian Obvek Belanja>

Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak

-r--——hl.‘




| Sub Bidane Pertanahan

Sertifikasi Tanah Kas Desa

= f o | e

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Mediasi Konflik Pertanshan

Penyuluhan Pertanahan

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan [PBB}

SI]|R|=(8| 8|2

Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/PatokTanah Deaa **

bt | i [t | it | s

gijonjonjnjcnion) joaion

50-99

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidek berarti hanya
pembangunan secam fisik akan tetapijuga terkait dengan pembangunan non fisile seperti
pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencalcup:

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa* (Bantuan
Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Dukungan Penvelenggaraan PAUD [APE, Sarana PAUD, dst}

Penwvuluhan dan Pelatihan Pendidilan bagi Masvarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajpr
Milik Desa, **

Pemeliharaen Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Dega™

gl & ¥&[8

Pembangunarn,Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif
(APE} PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

]

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustalaan/Taman Bacasn
Desa/ Sanggaer Belajar Milik Desa** '

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Pcmaga untuk
Pcrpustakaan,fra.tnu.n Bacaan Desn)

Vo ipas bEi |urr“u_|..

Pengembangan dan Pcmbmaan Sanzear Seni dan Belajar

10

Dulungan Pendidikan bagi Siswa M:sldnlBemrestas:

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan®

Sub Bidang Kesehatan

5] 8]

01

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Dcsd {PKD}/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; “Tambahan
Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyedinan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin, dst)

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kélas Lansia, Insentif Kader
Posyandu)

L]

.1

Periyuluhan dan Pelatitan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tchaga I(csehstan Kader
Keschatan, di)

04

Penvelencgaraan Desa Siaga Keschatar

Pembinéan Palang Merah Remaija (PMR| tinglkat desa ..

06

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKEB)

Pembinaan dan Pengawasan Upava Kesehatan Tradisional

Pemelitharaan Sarana{Prasarana Posyandu /Polindes/PKD

L] N g LA 6 ]

bl ] S [ | ] b ]

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD *

| %]

b2

90-99

lain-lain kegigtan sub bidane kesehatan*

Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharaan Jalan Desa

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Geng

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

BB BRI B2 DD D

Ll

8|2|3|8|=

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,
Prasarana Jalan lain)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Ba.la.i_l-:)cs.afﬁa.laj Kemsa tan

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Berscjarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa

Pemeliharaan Embung Milik Desa

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

Pemban gunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/Pengerasan Jalan Desa **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peninglkatan /Pengerasan Jalan Permuldman/Gang **

KR BIINI RIS BN

Wi W] Wi

Pemban gunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jembatan Milik Desa **




14 |Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan,
Box/Slab Culvert, Drainase, Prasaransa Jalan lain] **

15 |Pembangunan /Rehabilitasi /Penin gkatan Balai Desa /Balai Kernasyarakatan™

16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik

Deaa /Petilasan

2
2
2
2 ) Permbanpunan /Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ™
2 20 Pembanginan / Rehabilitasi/Peningkatan Monumen{Gapura/Batas Desa **
2 90-99 |lain-lain kepiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman =
2 4 6] Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
GAKIN {pemetaan, validasi, dll
2 4 (2 |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2 4 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur
Bor, dll
7] 4 04 |Pemeliharaan Sambunizan Air Bersih ke Rurnah Tangea ipipanisasi, dlli
2 4 05 |Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll,, diluar prasaranajalan)
2 4 06 |Pemeliharnan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dil
) 4 a7 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman {Penampungan, Bank Sampah,
d1
2 4 08  |Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah [Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2 4 (2 |[Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Ansk Milik Desa
7 4 10 Pemhbangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan * _
2 4 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dllj**
2 4 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rurnah Tangga (pipanisasi,
dllj **
2 4 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman {Gorong-gorong, Selokan, Parit,
dl)., diluar prasarana jalan) *
2 4 14 Pem bangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK urnum, dil **
2 4 15 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dlij*
%) 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah
Rumah Tangga)**
2 4 17 |Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milile Desa*
2 4 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang perumsahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2 S Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 5 0l Pengelclaan Hutan Milik Desa
2 S 02 |Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2 5 o3 Pelatihan /Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 5 | 90-99 |lain-lain kematan sub bidang Kehutanan dan Lingltingan Hidun*
2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2 6 0l |Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2 6 (2 |Penyelenggaraan Informast Publik Desa {Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi
enetapan/L,PJ APBDes untuk Warga, dil)
6 03 |Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Kemunikasi dan Informasi Lokal Desa
6 | 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan. Komunikasi, dan nformatika*
——
) i Sub Bidane Enertj dan Sumber Dava Mineral
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkatDesa
2 7 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatiftingleat Desa
2 7 90-99 |lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Dava Mineral*
2 8 Sub Bidang Pariwisata
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2 8 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningftatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2 8 03 |Pengembangan Pariwisata Tinplkat Desa
2 8 | 90-99 [lain-lain kegiatan sub bidane partwisata*
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Penerimaan Pembiavaan
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SELISIH PEMBIAYAAN

Cara pengisian: .
diisi berdasarkan Xlasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. Sub Bidang; dan
c. kegiatan.

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3
Kolem 4
Kolom 5
Kolom &

diisi berdasarkan kiasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

i 20

HalelTn) ThB, v eennsnern sentpnss

Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan,

b kelempok pendapatarn:

c. jenis pendapatan; dan

d. obyek pendapatan.

Bagian Belanja diisi:

a. belanja;

b. jenis belanja [disesuaikan dengan jenis kegiatan);,
c. obyek belanja: dan

d. rincian chyek belanja.
Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan; dan
C. jenis pembiayaan.

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan

diisi sumber Danafdiisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan
{kolom 1.} terkait

et




